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PERATURAN MENTERI

KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENYUSUTAN ARSIP

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan arsip di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
baik dan benar, perlu penyusutan arsip secara berkala
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa bahwa guna mengakomodasi perkembangan
dan kebutuhan pengaturan penyusutan arsip, perlu
meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang
Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

7. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007
tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Negeri Sipil
dan Pejabat Negara;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);
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10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
252 Tahun 2013);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
253 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
merupakan acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan
penyusutan arsip pada unit kerjanya masing-masing.

Pasal 2

Penyusutan Arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Daftar Formulir Penyusutan Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang Penyusutan Arsip di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENYUSUTAN ARSIP

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan memori kolektif
yang memuat informasi pemerintahan dan pembangunan antara lain
mengenai bukti pertanggungjawaban nasional, jati diri bangsa, warisan
budaya dan simpul pemersatu bangsa yang bernilai tetap/permanen. Dengan
meningkatnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan, kemajuan teknologi
informasi, serta aktivitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, berakibat pada meningkatnya jumlah arsip yang tercipta.

Peningkatan jumlah arsip akan menimbulkan masalah jika tidak
diimbangi dengan kegiatan penyusutan arsip. Penyusutan arsip dilakukan
terhadap jenis arsip yang jangka waktunya telah habis dan sudah tidak
bernilai guna. Penyusutan arsip dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu lembaga negara
wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang berupa daftar berisi sekurang-
kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan
nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusutan arsip dimaksudkan untuk terlaksananya tertib administrasi
kearsipan guna mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan benar.
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Penyusutan arsip bertujuan:

1. memudahkan penemuan kembali arsip yang diperlukan secara cepat dan
tepat;

2. adanya kepastian bahwa arsip yang disimpan dan dipelihara penting bagi
penentuan kebijaksanaan, keputusan, informasi, ilmiah, dan sejarah;

3. mencegah menumpuknya arsip yang tidak diperlukan guna menghemat
tempat dan ruangan; dan

4. menentukan jadwal waktu untuk penyisihan, penyimpanan, dan
pemusnahan arsip yang tidak berguna sesuai dengan jadwal retensinya.

C. Ruang Lingkup:

1. Unit-Unit Kearsipan;

2. Jadwal Retensi Arsip;

3. Tata Cara Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

4. Pembinaan; dan

5. Penutup.

D. Pengertian

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip
statis kepada lembaga kearsipan.

3. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

4. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

5. Pusat arsip (records center) adalah tempat pengelolaan arsip inaktif yang
terpusat.

6. Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan
secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak
memiliki nilai guna.

7. Unit Kearsipan Pusat adalah tempat penyimpanan arsip pusat
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan tempat
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penyimpanan seluruh arsip yang ada di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

8. Unit Kearsipan I adalah tempat penyimpanan seluruh arsip di
lingkungan unit kerja eselon I.

9. Unit Kearsipan II adalah tempat penyimpanan seluruh arsip di
lingkungan unit kerja eselon II.

10. Unit Kearsipan UPT adalah tempat penyimpanan seluruh arsip di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis.

11. Penilaian arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan
nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya
serta karakteristik fisik/nilai intrinsiknya yang dilakukan melalui
langkah-langkah teknis pengaturan secara sistimatis dalam unit-unit
informasi.

12. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

13. Arsip kepegawaian adalah arsip mengenai perjalanan karier pegawai
negeri sipil yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh
pejabat yang berwenang.

14. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan keuangan/fiskal
yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan/fiskal.

15. Arsip non kepegawaian dan non keuangan adalah arsip yang berkaitan
dengan kegiatan ketatausahaan, hukum, perlengkapan, hubungan
masyarakat, pemasaran, pendidikan dan pelatihan, perencanaan,
kerjasama, dan kegiatan lain di luar kegiatan pertanggungjawaban
keuangan/fiskal dan kepegawaian.

16. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri
arsip pada unit pengolah untuk arsip aktif dan/atau unit kearsipan
untuk arsip inaktif.
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BAB II

UNIT PENGELOLA ARSIP

Terlaksananya tertib administrasi kearsipan, tidak terlepas dari
terbentuknya unit kerja yang secara substansi memiliki fungsi pengelolaan dan
pelayanan kearsipan. Dalam pengelolaan arsip dinamis, unit kerja tersebut
terbagi menjadi unit pengolah dan unit kearsipan.

Kedua unit tersebut di lingkungan pemerintahan, secara struktural
pengelolaannya berada pada Bagian Kearsipan/Bagian Tata Usaha/Bagian
Umum. Guna mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan benar, unit pengolah
dan unit kearsipan harus memiliki pedoman pengelolaan arsip yang berlaku,
peralatan, sumber daya manusia yang secara khusus menangani kearsipan,
serta perencanaan kegiatan dan anggaran kearsipan.

A. Unit Pengolah (UP)

Unit pengolah merupakan unit yang memiliki fungsi melaksanakan
pengelolaan arsip aktif berada pada masing-masing unit kerja. Unit
pengolah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan arsip yang dimilikinya
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya unit pengolah melaksanakan:

1. pendataan arsip;

2. pemberkasan arsip;

3. perawatan arsip;

4. menyimpan, menemukan kembali dan memelihara arsip; dan

5. melakukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan.

B. Unit Kearsipan (UK)

Unit kearsipan merupakan unit yang memiliki fungsi menyelenggarakan
kearsipan yaitu berupa pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Unit kearsipan terdiri atas:

1. Unit Kearsipan Pusat (UK-P)

Pengelolaan UK-P Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Umum.

UK-P mempunyai tugas:

a. menerima dan mencatat arsip inaktif dari Unit Kearsipan I (UK-I);

b. mencatat dan memonitor arsip inaktif yang dipinjam;

c. meneliti, menginventarisir dan memilah arsip inaktif yang telah
berumur minimal 10 tahun;
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d. melakukan penilaian arsip;

e. memusnahkan arsip inaktif yang sudah melampaui jadwal
retensinya;

f. menilai arsip statis untuk diserahkan kepada Arsip Nasional
Republik Indonesia; dan

g. menyimpan dan memelihara arsip inaktif yang ada dalam
penguasaannya.

2. Unit Kearsipan I (UK-I)

Pengelolaan UK-I di lingkungan unit kerja eselon I dilakukan oleh Biro
Umum Sekretariat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal,
Sekretariat Inspektorat dan Sekretariat Badan.

UK-I mempunyai tugas:

a. menerima dan mencatat arsip inaktif dari UK-II;

b. mencatat dan memonitor arsip inaktif yang dipinjam;

c. meneliti, menginventarisasi, dan memilah arsip inaktif untuk
diserahkan kepada UK-P;

d. melakukan penilaian arsip;

e. memusnahkan arsip inaktif yang telah melampaui jadwal retensinya
dengan persetujuan UK-P; dan

f. menyimpan dan memelihara arsip inaktif yang ada dalam
penguasaannya.

3. Unit Kearsipan II (UK-II)

Pengelolaan UK-II di lingkungan unit kerja eselon II dilakukan oleh unit
kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan.

UK-II mempunyai tugas:

a. menerima, mencatat, dan menata berkas arsip inaktif yang
diserahkan oleh unit-unit kerja eselon III untuk disimpan;

b. mencatat dan memonitor arsip inaktif yang dipinjam;

c. meneliti, menginventarisasi, dan memilah arsip inaktif untuk
diserahkan ke UK-I;

d. melakukan penilaian arsip;

e. memusnahkan arsip inaktif yang telah melampaui jadwal retensinya
dengan persetujuan UK-I; dan

f. menyimpan dan memelihara arsip inaktif yang ada dalam
penguasaannya.

4. Unit Kearsipan UPT (UK-UPT)

Pengelolaan UK-UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan
fungsi ketatausahaan.

UK-UPT mempunyai tugas:
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a. menerima, mencatat, dan menata berkas arsip inaktif pada unit
kerjanya untuk disimpan;

b. mencatat dan memonitor arsip inaktif yang dipinjam;

c. meneliti, menginventarisir dan memilah arsip inaktif untuk
diserahkan ke UK-I;

d. melakukan penilaian arsip;

e. memusnahkan arsip inaktif yang telah melampaui jadwal retensinya
dengan persetujuan UK-I; dan

f. menyimpan dan memelihara arsip inaktif yang ada dalam
penguasaannya.
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BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP

Penyusutan arsip ditentukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA).
Penentuan jangka waktu penyimpanan arsip ditentukan atas dasar nilai guna
arsip tersebut. Dengan demikian dalam penyusunan JRA disesuaikan dengan
jenis, fisik maupun informasinya. Untuk menjaga obyektivitas dalam
menentukan nilai guna tersebut, JRA disusun oleh suatu panitia/tim yang
terdiri dari pejabat yang tugas dan fungsinya menangani masalah kearsipan.

Dalam menentukan JRA perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. nilai guna bagi unit pengolah secara keseluruhan;

2. peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. tingkat akumulasi arsip; dan

4. pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkait dengan
arsip keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang terkait dengan
arsip kepegawaian untuk arsip yang memiliki jangka simpan minimal 10
(sepuluh) tahun.

Penyusunan JRA berdasarkan nilai guna dapat dibedakan menjadi 2 (dua),
yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder.

1. Nilai Guna Primer

Arsip yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan perumusan dan
pelaksanaan kebijaksanaan umum mempunyai nilai guna tinggi dan perlu
disimpan lebih lama daripada arsip yang sifatnya hanya untuk menunjang
kegiatan rutin sehari-hari meliputi tata usaha, kepegawaian, perencanaan,
perlengkapan, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, kerjasama
luar negeri, penanaman modal, pendidikan dan pelatihan aparatur.

Nilai Guna Primer terdiri atas:

a. Nilai Guna Hukum

Arsip yang berisi bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum hak
dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Arsip yang mempunyai
nilai guna hukum antara lain adalah arsip yang berisikan
keputusan/ketetapan, perjanjian, bahan-bahan bukti peradilan dan
sebagainya.

Jangka waktu penyimpanan arsip yang bernilai guna hukum
tergantung pada hal/urusan yang diberikan. Kegunaan akan berakhir
apabila urusannya telah selesai, telah kedaluarsa atau oleh karena
sesuatu ketentuan dalam peraturan perundangan.

b. Nilai Guna Keuangan

Arsip yang berisi segala hal ikhwal yang menyangkut transaksi dan
pertanggungjawaban keuangan, antara lain arsip tentang rencana
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anggaran belanja, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan
keuangan, dan laporan pemeriksaan keuangan.

Arsip yang memuat kebijaksanaan di bidang keuangan pada umumnya
mempunyai jangka waktu penyimpanan/retensi yang lama.

c. Nilai Guna Ilmiah dan Teknologi

Arsip yang berisi hasil/akibat penelitian murni atau penelitian terapan.
Arsip ini memiliki jangka waktu simpan yang lama dan dalam
menentukan nilai guna ilmiah dan teknologi perlu peran serta
ilmuwan/peneliti yang bersangkutan.

2. Nilai Guna Sekunder

Arsip bernilai guna sekunder adalah arsip yang didasarkan pada
kegunaannya yang dilihat dari kepentingan umum di luar instansi
pencipta arsip. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna kebuktian dan
informasional.

Nilai Guna Sekunder terdiri atas:

a. Nilai Guna Kebuktian (Evidential)

Nilai guna kebuktian terdiri atas jenis-jenis arsip yang berisi:

1) Bukti keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arsip mempunyai nilai guna bukti keberadaan Kementerian
Kelautan dan Perikanan apabila mengandung fakta dan keterangan
yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana
Kementerian Kelautan dan Perikanan diciptakan, dikembangkan,
diatur, fungsi dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil/akibat
kegiatannya. Arsip semacam ini diperlukan bagi pemerintah karena
dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang serupa dan bagi mereka yang berminat di bidang
administrasi negara.

2) Bukti prestasi intelektual di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arsip yang bernilai guna prestasi intelektual adalah arsip yang berisi
informasi tentang suatu prestasi yang sangat menonjol/hasil karya
yang asli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang
bersangkutan.

b. Nilai Guna Informasional

Arsip yang bernilai guna informasional ditentukan oleh isi atau
informasi yang terkandung dalam arsip itu bagi kegunaan berbagai
kepentingan penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan
lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat,
benda, fenomena, masalah, dan sejenisnya.

Keberhasilan dalam penentuan nilai guna arsip tergantung kepada
2 (dua) hal:
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1) Pemahaman terhadap cara dan bagaimana kegiatan Kementerian
Kelautan dan Perikanan terekam dalam kearsipan.

2) Pengertian dan kesadaran akan fungsi kegunaan arsip bagi
penggunanya serta kepentingan penyelamatan arsip sebagai bahan
bukti pertanggungjawaban nasional.

Arsip tidak selalu hanya memiliki nilai guna primer atau sekunder, tetapi
dapat juga memiliki nilai guna ganda. Pada arsip yang mempunyai nilai guna
primer dan sekunder, apabila nilai guna satu berakhir masih berlaku nilai guna
yang lain. Kegunaan yang ganda ini menentukan pula nilai arsip sehubungan
dengan jangka waktu penyimpanannya.

JRA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dikelompokan
menjadi 3 (tiga), yaitu kepegawaian, keuangan, dan nonkepegawaian dan
nonkeuangan.

1. JRA Bidang Kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara
berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41
Tahun 2007.

2. JRA Bidang Keuangan Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007.

3. Jadwal Retensi Arsip Nonkepegawaian dan Nonkeuangan (Kelompok
Fasilitatif dan Kelompok Substantif.

JRA selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Menteri ini.
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BAB IV

TATA CARA PENYUSUTAN ARSIP BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP

Penyusutan arsip sangat penting di dalam pengelolaan kearsipan secara
menyeluruh yang meliputi kegiatan memindahkan arsip inaktif, memusnahkan
arsip yang sudah melampaui JRA dan menyerahkan arsip statis ke Arsip
Nasional Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan prosedur dan teknik
penanganan arsip agar penyusutan arsip dapat dilakukan seoptimal mungkin.

Untuk melaksanakan kegiatan penyusutan arsip terlebih dahulu dibentuk Tim
Penilaian Arsip.

Tim Penilaian Arsip bertugas sebagai berikut:

1. melakukan penilaian arsip berdasarkan JRA; dan

2. mengelompokkan arsip berdasarkan JRA.

Tata cara penyusutan arsip berdasarkan JRA meliputi:

1. Memindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan

Kegiatan memindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan
dengan cara:

a. melakukan pemilahan arsip aktif ke inaktif sesuai JRA, pemberkasan
arsip yang memiliki keterikatan dan menjadikan satu kesatuan
informasi tanpa merubah penataan semula;

b. setelah melakukan kegiatan pemilahan, maka arsip tersebut harus
didaftar secara lengkap, baik judul, tahun, volume dan sistem
penyimpanannya dengan menggunakan Daftar Arsip yang akan
dipindahkan (Formulir 1 dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini);

c. arsip yang telah didaftar secara lengkap oleh unit pengolah diserahkan
kepada unit kearsipan, kecuali arsip kepegawaian khususnya arsip
personil tetap pada unit pengolah;

d. penyerahan arsip dari unit pengolah kepada unit kearsipan dituangkan
dalam Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif (Formulir 2 dalam
Lampiran II Peraturan Menteri ini); dan

e. unit kearsipan melakukan penataan arsip, untuk menjaga agar
penataan aslinya tidak berubah.

2. Memusnahkan arsip

Memusnahkan arsip memiliki resiko hukum yang sangat tinggi, karena
arsip yang sudah dimusnahkan tidak dapat diciptakan lagi sehingga
menuntut kesungguhan dan ketelitian.

Tata cara pemusnahan arsip sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Arsip

Untuk mengetahui sudah habis masa simpannya, dengan berpedoman
pada JRA, apabila sudah habis masa retensinya perlu diperiksa
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kebenaran isi dan kelengkapan informasi atau mungkin ada keterkaitan
dengan arsip lain.

b. Pendaftaran Arsip

Setelah dilaksanakan pemeriksaan arsip, maka harus dibuat Daftar
Arsip Usul Musnah (Formulir 3 dalam Lampiran II Peraturan Menteri
ini), sehingga dari daftar ini diketahui secara jelas tentang a rsip yang
akan dimusnahkan.

c. Pemusnahan Arsip

Arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi di bawah 10 tahun
dapat dilaksanakan oleh unit yang secara fungsional bertugas
mengelola arsip (UK-I, UK-II dan UK-UPT) dengan menggunakan Berita
Acara Pemusnahan Arsip (Formulir 4 dalam Lampiran II Peraturan
Menteri ini) beserta Daftar Arsip Yang Dimusnahkan (Formulir 5 dalam
Lampiran II Peraturan Menteri ini).

Arsip yang memiliki JRA 10 tahun lebih, perlu dibentuk Panitia
Pemusnahan Arsip.

d. Panitia Pemusnahan Arsip terdiri atas:

1) Panitia pemusnahan arsip dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan
susunan keanggotaan terdiri atas:

a) Ketua dan Sekretaris berasal dari unit kerja eselon I yang
melakukan pemusnahan arsip;

b) Anggota terdiri dari unit kerja terkait, yaitu:

(1) Inspektorat Jenderal;

(2) Biro Kepegawaian (arsip kepegawaian);

(3) Biro Keuangan (arsip keuangan);

(4) Biro Hukum dan Organisasi; dan

(5) Biro Umum;
2) Panitia melakukan penilaian terhadap arsip yang akan

dimusnahkan dan hasilnya dicatat dalam Daftar Arsip yang
dimusnahkan;

3) Daftar Arsip yang dimusnahkan selanjutnya disampaikan oleh
Panitia ke Sekretaris Jenderal dan diteruskan ke Badan Pemeriksa
Keuangan (arsip keuangan), Badan Kepegawaian Nasional (arsip
kepegawaian) dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk
mendapat persetujuan;

4) Berdasarkan persetujuan dari BPK/BKN/ANRI selanjutnya panitia
melaksanakan pemusnahan dengan cara dibakar, dicacah atau
dibuat bubur kertas, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat
dikenali lagi.
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Dalam pelaksanaan pemusnahan arsip harus disaksikan oleh
minimal 2 (dua) orang pejabat dari bidang hukum dan bidang
umum;

5) Hasil pelaksanaan pemusnahan dituangkan ke Berita Acara
Pemusnahan Arsip yang ditandatangani oleh panitia dan saksi;

6) Apabila pemusnahan dilakukan dengan cara dicacah dan dibuat
bubur kertas, dapat dijual dan hasilnya harus disetor ke kas
negara;

7) Panitia membuat laporan tertulis kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pemusnahan arsip
dengan tembusan disampaikan kepada:

a) Badan Pemeriksa Keuangan untuk arsip keuangan;

b) Badan Kepegawaian Nasional untuk arsip kepegawaian;

c) Arsip Nasional Republik Indonesia;

d) Inspektorat Jenderal;

e) Biro Kepegawaian (arsip kepegawaian);

f) Biro Keuangan (arsip keuangan);

g) Biro Hukum dan Organisasi; dan
h) Biro Umum.

3. Penyerahan Arsip Statis (Permanen)

Penyerahan arsip statis oleh UK-P Kementerian Kelautan dan Perikanan
kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, apabila arsip tersebut
mempunyai jangka waktu simpan permanen, atau termasuk arsip statis
yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 10 tahun, yang
dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Arsip Statis disertai Daftar Arsip
Statis yang akan diserahkan (Formulir 6 dalam Lampiran II Peraturan
Menteri ini).

Tata cara penyerahan arsip statis oleh UK-P kepada Arsip Nasional Republik
Indonesia, meliputi:

a. Pemeriksaan dan Penilaian Arsip

Arsip yang akan diserahkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan
penilaian untuk menentukan nilai guna sekunder atau arsip statis.

b. Pendataan

Pendataan dilakukan setelah pemeriksaan dan penilaian arsip yang
akan diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya
dituangkan dalam Daftar Arsip yang akan dinilai kembali (Formulir 7
dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini).

c. Berita Acara Penyerahan Arsip

Perlu dibuat Berita Acara Penyerahan Arsip Statis (Formulir 8 dalam
Lampiran II Peraturan Menteri ini) mengingat kegiatan penyerahan arsip
terkait dengan pengalihan hak dan wewenang pengelolaan arsip yang
bernilai guna sangat tinggi dan bersifat lestari.
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d. Penyerahan Arsip

Penyerahan arsip dilaksanakan setelah ditandatangani berita acara oleh
ketua panitia, ANRI, dan saksi.



2014, No.1620 18

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan agar berjalan dengan baik dan benar perlu dilakukan pembinaan
kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai UU Nomor 43 Tahun 2009, diamanatkan agar Unit Kearsipan
pada Lembaga Negara berada di lingkungan sekretariat sesuai dengan struktur
organisasi. Unit Kearsipan tersebut memiliki fungsi:

1. Pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

2. Pengelolaan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;

3. Pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Penyerahan arsip statis oleh Pimpinan pencipta arsip kepada Lembaga
Kearsipan (ANRI); dan

5. Pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembinaan arsip dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Umum
dengan cara:

1. melakukan sosialisasi penyusutan arsip di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

2. melakukan survey ke Unit Pengolah Arsip yang mengusulkan penyusutan
arsip; dan

3. asistensi pengelolaan arsip lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Agar tercipta penyusutan arsip yang terus menerus dan berkala, Unit
Pengolah Arsip harus melaporkan kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan
di unit kerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan bulan
Desember secara berjenjang kepada unit kerja di atasnya, dan UK-I
melaporkan kegiatan penyusutan arsip pada bulan Desember setiap tahun
kepada Sekretaris Jenderal sebagai pembina administrasi umum Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Biro Umum Sekretariat Jenderal harus melakukan
asistensi dalam penyusunan laporan penyusutan arsip.
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BAB VI

PENUTUP

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi. Meningkatnya kemajuan teknologi informasi, aktivitas
pemerintahan dan pembangunan, serta organisasi yang berakibat pada
meningkatnya jumlah arsip akan menimbulkan masalah jika tidak diimbangi
dengan kegiatan penyusutan arsip. Penyusutan arsip dilakukan terhadap jenis
arsip yang jangka waktunya telah habis dan sudah tidak bernilai guna.

Penyusutan arsip digunakan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau
pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan baik Pusat maupun
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan penyusutan arsip yang
meliputi pemusnahan, pemindahan, dan penyerahan arsip.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

SHARIF C. SUTARDJO
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/PERMEN-KP/2014
TENTANG
PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR FORMULIR PENYUSUTAN ARSIP

A. DaftarArsip Yang Akan Dipindahkan.

DAFTAR ARSIP
YANG AKAN DIPINDAHKAN

Unit
Pengolah/Kearsipan
Instansi
Alamat
Telepon

: .........................
: .........................
: .........................
: .........................

No
.

Judul
Berkas

dan
Uraian Isi

KurunWakt
u

JenisFisi
k

Jumla
h

KondisiFis
ik

Reten
si

Keteranga
n

*). Coret yang tidak perlu Tanggal .....................

Kepala Unit Pengolah *)
Kepala Unit Kearsipan

Tanda tangan dan nama jelas

Formulir 1
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B. Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif.

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

NOMOR. …/…../TU.220/..…/20…

Pada hari ini …………. tanggal …….. bulan ……… tahun ………., kami yang
bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : ..........................

Jabatan : ..........................

NIP : ..........................

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kearsipan ………..……… pada
…………………………………., yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ..........................

Jabatan : . ..........................

NIP : ..........................

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kearsipan …….. yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA, menyatakan telah mengadakan serah terima arsip yang
dipindahkan seperti tercantum dalam daftar terlampir untuk disimpan di Unit
Kearsipan ….....

Jakarta, ....................

C.

PIHAK KEDUA
Kepala Unit Kearsipan

….......,

( ……………..)
NIP. …………

PIHAK KESATU
Kepala Unit Kearsipan

….......,

( ……………….)
NIP. ………….

Formulir 2
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C. Daftar Arsip Usul Musnah.

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

No.
Seri dan
Deskripsi

Tahun Jumlah Kondisi JalanMasuk Keterangan

Formulir3
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D. Berita Acara Pemusnahan Arsip

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

NOMOR. ..../...../TU.220/...../20.....

Pada hari ini, .................... tanggal …….. bulan ……….. tahun ……… yang
bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Kearsipan .............. berdasarkan
surat:…............. tanggal ……………….. telah melakukan pemusnahan arsip yang
tercantum dalam daftar terlampir dengan cara *)

a. Penghancuran
b. Pembakaran
c. Peleburansecarakimia

Kepala Unit Kearsipan …

( ………………………..… )

NIP …………………........

Saksi-saksi:

1. …………………….. ( )

NIP.

2. …………………….. ( )

NIP.

3. …………………….. ( )

NIP.

*) Coret yang tidakperlu

Formulir 4



2014, No.1620 24

E. Daftar ArsipYang Akan Dimusnahkan

DAFTAR ARSIP

YANG AKAN DIMUSNAHKAN

Unit
Pengolah/Kearsipan

Instansi

Alamat

Telepon

: .........................

: .........................

: .........................

: .........................

No.
Judul Berkas

Dan Uraian Isi

Kurun

Waktu

Jenis

Fisik
Jumlah

Kondisi

Fisik
Retensi Keterangan

*). Coret yang tidak perlu Tanggal ….............. … 20…

Kepala Unit Pengolah *)

Kepala Unit Kearsipan

(............................. )

Formulir 5
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F. Daftar Arsip Statis Yang Akan Diserahkan

DAFTAR ARSIP STATIS

YANG AKAN DISERAHKAN

Unit
Pengolah/Kearsipan
Instansi
Alamat
Telepon

:
:
:
:

No
.

Judul
Berkas

Dan
Uraian

Isi

KurunWak
tu

JenisPhis
ik

Jumla
h

KondisiPhi
sik

Reten
si

Keterang
an

*). Coret yang tidak perlu Tanggal ….............. … 20…

Kepala Unit Pengolah *)

Kepala Unit Kearsipan

(............................. )

Formulir 6
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G. Daftar Arsip Yang Akan Dinilai Kembali

DAFTAR ARSIP

YANG AKAN DINILAI KEMBALI

Unit
Pengolah/Kearsipan

Instansi

Alamat

Telepon

: .........................

: .........................

: .........................

: .........................

: .........................

No.

Judul
Berkas

Dan Uraian
Isi

Kurun

Waktu

Jenis

Fisik
Jumlah

Kondisi

Fisik
Retensi Keterangan

*). Coret yang tidak perlu Tanggal … ..............… 20…

Kepala Unit Pengolah *)

Kepala Unit Kearsipan

(............................. )

Formulir 7
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H. BeritaAcaraPenyerahanArispStatis

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS

NOMOR. ...../......./TU.220/......../20......

Pada hari ini, tanggal ……… bulan ………… tahun ……, kami yang bertanda
tangan dibawah ini,

1. Nama : ..........................
Jabatan : ..........................
NIP : .........................

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Kementerian Kelautan dan
perikanan yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ..........................
Jabatan : ..........................
NIP : ..........................

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Arsip Nasional Republik
Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, menyatakan telah
mengadakan serah terima arsip statis yang tercantum dalam daftar terlampir
untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Yang menerima Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

(........................) (..........................)
Arsip Nasional RI KKP

Saksi-saksi:
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Inspektur Jenderal,

( ........................ ) ( ....................... )

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

SHARIF C. SUTARDJO

Formulir 8
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